
penyederhanaan proses pelayanan perizinan, serta

untuk memperkaya penganekaragaman jenis tanaman

Hortikultura, Peraturan Menteri Pertanian Nomor

05jPermentanjOT.140j2j2012 tentang Pemasukan

dan Pengeluaran Benih Hortikultura sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 76jPermentanjOT.140j7j2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nornor
05jPerrnentanjOT.140j2j2012 tentang Pemasukan

dan Pengeluaran Benih Hortikultura sudah tidak
sesuai lagi;

pengetahuan dan

dengan perkembangan ilmu

teknologi, dan dalam rangka

sesuaibahwab.

05jPermentanjOT.140j2j2012 tentang Pemasukan

dan Pengeluaran Benih Hortikultura, telah ditetapkan

Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;

a. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

05jPermentanjOT.140j2j2012 tentang Pemasukan

dan Pengeluaran Benih Hortikultura sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 76jPerrnentanjOT.140j7 j2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor

Menimbang

MENTER! PERTANIAN REPUBLIK INDONESIA1

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

PERATURAN MENTER! PERTANlAN REPUBLlK INDONESIA

NOMOR 15jPERMENTANjHR.060j5j2017

TENTANG

PEMASUKAN DAN PENGELUARAN BENIH HORTIKULTURA

MENTERI PERTANIAN
REPUBLIK INDONESIA



1. Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1992 tentang
Karantina Hewan, Ikan dan Tumbuhan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 56,
Tarnbahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 3482);

2. Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2006 ten tang
Pengesahan International Treaty on Plant Genetic
Resources for Food and Agriculture (Perjanjian
Mengenai Sumber Daya Genetik Tanarnan untuk
Pangan dan Pertanian) (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2006 Nomor 23, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4612);

3. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2010 tentang
Hortikultura (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2010 Nomor 132, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5170);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 14 Tahun 2002 tentang
Karantina 1'umbuhan (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2002 Nomor 35, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4196);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 21 Tahun 2005 tentang
Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005
Nomor 44, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 4498);

6. Peraturan Presiden Nomor 39 Tahun 2010 ten tang
Komisi Keamanan Hayati Produk Rekayasa Genetik;

7. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang
Organisasi Kementerian Negara (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);

8. Peraturan Presiden Nomor 45 Tahun 2015 tentang
Kementerian Pertanian (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 85);

c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana
dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu
menetapkan Peraturan Menteri Pertanian tentang
Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;
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9. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 09jPermentan/

OT.140j2j2009 tentang Persyaratan dan Tata Cara

Tindakan Karantina Tumbuhan Terhadap Pemasukan

Media Pembawa Organisme Pengganggu Tumbuhan

Karantina ke dalam Wilayah Negara Republik

Indonesia (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2009 Nomor35);

10. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 37/Permentan/

OT.140/7/2011 tentang Pelestarian dan Pemanfaatan

Sumber Daya Genetik Tanaman (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor435);

11. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 93/Permentan/

OT.140/12/2011 tentang Jenis Organisme

Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita Negara

Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 6)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 51jPermentanjKR.OIO/9/2015

tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian

Nomor 93/PermentanjOT.140/ 12/2011 tentang Jenis
Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita

Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 1432);

12. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/

OT.140/12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan

Pengeluaran Media Pembawa Penyakit Hewan

Karantina dan Organisme Pengganggu Turnbuhan

Karantina (Berita Negara Republik Indonesia Tahun

2012 Nomor 7) sebagaimana telah diubah dengan

Peraturan Menteri Pertanian Nomor 44jPermentan/

OT.140/3/2014 tentang Perubahan atas Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 94/Permentan/OT.140j

12/2011 tentang Tempat Pemasukan dan Pengeluaran

Media Pembawa Penyakit Hewan Karantina dan

Organisme Pengganggu Tumbuhan Karantina (Berita

Negara Republik Indonesia Tabun 2014 Nomor428);
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Pasal 1

Dalarn Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Benih Hortikultura yang selanjutnya disebut Benih

adalah tanaman Hortikultura atau bagian darinya

yang digunakan untuk memperbanyak dan/ atau

mengembangbiakkan tanaman Hortikultura.

2. Benih Bermutu adalah Benih yang berasal dari

varietas Hortikultura yang telah didaftar untuk

Peredaran, dan memenuhi standar mutu/ persyaratan
teknis minimal yang ditetapkan serta Peredarannya

diawasi.

3. Pemasukan Benih adalah serangkaian kegiatan untuk

memasukan Benih tanaman dari luar negeri ke dalam

wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia.

4. Pengeluaran Benih adalah serangkaian kegiatan untuk

mengeluarkan Benih dari wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia.

5. Standar Mutu Benih adalah spesifikasi teknis Benih

yang baku mencakup mutu fisik, genetik, fisiologis

dan Zatau kesehatan Benih.

6. Peredaran adalah serangkaian kegiatan dalam rangka

penyaluran Benih Bermutu Hortikultura di dalam

negeri baik untuk maupun tidak diperdagangkan.

BAB I

KETENTUANUMUM

DANPEMASUKAN

HORTIKULTURA.

TENTANG

BENIH

PERTANIAN

PENGELUARAN

MEMUTUSKAN:

PERATURAN MENTER}

13. Peraturan Menteri Pertanian Nomor 43/Permentan/

OT.010/8j2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja

Kementerian Pertanian (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2015 Nomor 1243);
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Pasa12

(1) Peraturan Menteri ini dimaksudkan sebagai dasar

hukum dalam pelayanan perizinan Pemasukan dan

Pengeluaran Benih.

(2) Peraturan Menteri ini bertujuan untuk:

a. menjamin ketersediaan Benih Bermutu secara

cukup dan berkesinambungan;

b. menumbuhkembangkan industri Benih dalam

negeri;

7. Inn Pemasukan Benih adalah pemyataan tertulis yang

diberikan oleh pejabat berwenang kepada bad an

usaha, instansi pemerintah, Pemerhati Tanarnan,

Perorangan untuk rnelakukan Pemasukan Benih

tanaman Hortikultura.

8. Izin Pengeluaran Benih adalah pernyataan tertulis

yang diberikan oleh pejabat berwenang kepada badan

usaha, instansi pernerintah, Pemerhati Tanarnan,

Perorangan untuk melakukan Pengeluaran Benih

tanaman Hortikultura.

9. Perorangan adalah orang perseorangan atau kelompok

yang tidak berbadan hukum.

10. Pemerhati Tanaman adalah orang perseorangan atau

sekelompok orang atau organisasi yang merniliki hobi,

seni atas tanaman Hortikultura dan tidak untuk

diperjualbelikan.

11. Direktur Jenderal adalah Direktur Jenderal yang

melaksanakan tugas di bidang Hortikultura.

12. Kepala Badan adalah Kepala Badan yang

melaksanakan rugas di bidang perkarantinaan

pertanian.

13. Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan

Perizinan Pertanian yang selanjutnya disebut Kepala

Pusat adalah pimpinan unit kerja eselon II di

Kernenterian Pertanian yang rnelaksanakan tugas di

bidang Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan

Pertanian.
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Pasal6
Pemasukan Benih sebagaimana climaksud dalam Pasal 4
dilakukan untuk:
a. pendaftaran varietas Hortikultura untuk Peredaran;
b. pengadaan Benih Bermutu untuk kepentingan

komersial;

c. pengadaan tetua untuk perbanyakan Benih dari
varietas yang sudah terdaftar untuk Peredaran;

d. pengembangan Benih untuk menghasilkan produk
Benih yang akan dipasarkan di luar negeri;

Pasal 5
Pemberian Izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (2) oleh Menteri dimandatkan kepada
Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal4
(1) Pemasukan Benih dapat dilakukan oleh badan usaha,

instansi pemerintah, Pemerhati Tanaman, atau
Perorangan.

(2) Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada
ayat (1)dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari
Menteri.

Bagian Kesatu
Umum

BAB II

PEMASUKANBENIH

Pasal3

Ruang lingkup Peraturan Menteri IDl meliputi Pemasukan

dan Pengeluaran Benih.

c. meningkatkan keragaman genetik dan menjaga

keamanan hayati; dan
d. meningkatkan devisa negara.
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Pasal9

Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6

huruf f, huruf g, dan huruf k dapat dilakukan oleh instansi

pernerintah, atau badan usaha.

Pasal8

(1) Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf h dilakukan oleh Pemerhati Tanaman.

(2) Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf i dan huruf j dapat dilakukan oleh

Perorangan, Pemerhati Tanaman, instansi pemerintah,

atau badan usaha.

Pasal 7

(1) Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf a sampai dengan huruf e dilakukan oleh

badan usaha.

(2) Badan usaha sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memiliki kegiatan utama di bidang perbenihan

Hortikultura.

tanaman;

h. kebutuhan bagi Pemerhati Tanaman;

1. bahan pameranj promosi;

J. kegiatan lomba; dan

k. pelaksanaan uji mutu untuk kepentingan penerbitan

orange certificate dan blue certificate sesuai dengan

peraturan International Seed Testing Association (ISTA).

e. menghasilkan produk segar dan Iatau bahan baku

industri olahan yang akan dipasarkan ke luar negeri

dan/ atau dalam negeri;

f. pelaksanaan uji banding antar laboratorium, UJl

profisiensi atau validasi metoda dalam rangka

akreditasi laboratorium penguji mutu Benih;

g. pelaksanaan uji Baru, Unik, Seragam, dan Stabil

(BUSS) untuk keperluan perlindungan varietas
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dokumen dengan dibubuhi materai cukup.

b. instansi pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan

dilengkapi persyaratan administrasi sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) huruf a angka 8 dan
angka 9 serta proposal penggunaan Benih yang

akan dimasukkan,

kebenaran

dilengkapi persyaratan administrasi:

1. akte pendirian perusahaan bidang Pertanian

dan.Zatau perubahannya;

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

3. profil perusahaan;
4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan

perusahaan;

5. keterangan domisili perusahaan;

6. Angka Pengenal Impor (API);

7. tanda daftar produsen Benih;

8. Information Required for Seed
Introduction/ Importation Into The Territory of
Republic of Indonesia sesuai Formulir IF-01

tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini;

9. Technical Information for Commodity(s)
Proposed Exporting to Indonesia sesuai

Formulir IF-02 tercantum dalam Lampiran

yang meru pakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri .ini; dan

10. surat pemyataan ten tang

Benih

Pasal 10

(1) Untuk memperoleh Izin Pemasukan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5:
a. badan usaha sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 4 ayat (1) mengajukan permohonan dengan

Bagian Kedua

Persyaratan Pemasukan Benih

- 8 -



Pasal 12

(1) Pemasukan Benih dengan tujuan pengadaan Benih

Bermutu untuk kepentingan komersial sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf b, selain memenuhi

persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10

ayat (1) huruf a, harus rnernenuhi persyaratan teknis

sebagai berikut:

a. varietas sudah terdaftar untuk Peredaran;
b. memenuhi standar mutu atau persyaratan teknis

minimal;

c. persediaan dalam negeri belum mencukupi;

Pasal 11

Pemasukan Benih dengan tujuan pendaftaran varietas

tanarnan Hortikultura untuk Peredaran sebagaimana
dirnaksud dalam Pasal 6 huruf a, selain mernenuhi
persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 10 ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan

teknis sebagai berikut:

a. varietas yang bersangkutan mempunyai keunggulan

dan / atau keunikan serta kegunaan spesifik;

b. jumlah Benih yang dimohonkan sesuai dengan

kebutuban untuk pelaksanaan persiapan pendaftaran
varietas tanaman Hortikultura; dan

c. tersedia ringkasan rancangan uji adaptasi, observasi

dan/ atau rencana kebutuhan Benih untuk uji

kebenaran varietas Hortikultura.

C. Pemerhati Tanaman dan / atau Perorangan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (1)

mengajukan permohonan dilengkapi persyaratan

administrasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a angka 2, angka 4, angka 8 dan angka 9.
(2) Pemasukan Benih sebagaiman a dimaksud pada

ayat (1) harus memenuhi ketentuan peraturan

perundang-undangan di bidang perkarantinaan

tumbuhan.
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Pasal 13
Pemasukan Benih tetua dari varietas yang sudah didaftar
untuk Peredaran sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6
huruf c untuk diproduksi dalam negeri, selain memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10
ayat (1) huruf a, harus memenuhi persyaratan teknis
sebagai berikut:
a. belum tersedia eliIndonesia;
b. dilengkapi deskripsi yang ditandatangan oleh pemulia

varietas dimaksud; dan
c. jumlah Benih yang elimohonkan sesuai dengan

kebutuhan dilengkapi dengan proposal perencanaan
produksi sesuai Formulir 1M-OStercantum dalam
Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan
dari Peraturan Menleri ini.

d. belum atau tidak dapat eliproduksi di wilayah

Negara Kesatuan RepubIik Indonesia;

e. jenis dan jumlah Benih yang dimohonkan

terbatas sesuai dengan kebutuhan untuk

pelaksanaan pengadaan Benih Bermutu;
f. Benih harus diproduksi di luar negeri; dan
g. mencantumkan identitas Benih yang jelas dalam

bahasa Indonesia pada kemasan.
(2) Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) harus dilakukan tidak melebihi 2 (dua) tahun
sejak varietasnya terdaftar.

(3) Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada
ayat (2) dikecualikan untuk Benih yang tidak dapat
diproduksi di wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia.

(4) Penetapan standar mutu atau persyaratan teknis
minimal sebagaimana dimaksud pada ayat (1)huruf b,
baik yang belum atau tidak dapat diproduksi di
wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia
sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf d, dan
pengecualian sebagairnana dimaksud pada ayat (3)
oleh Menteri dimandatkan kepada Direktur Jenderal
alas nama Menteri.
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Pasal 15

(1) Pemasukan Benih untuk menghasilkan produk segar
dan/ atau bahan baku industri yang akan dipasarkan
ke luar negeri dan /atau dalam negeri sebagaimana
dimaksud dalam Pasal 6 huruf e harus memenuhi
persyaratan administrasi sebagairoana dimaksud
dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a angka 1 sampai
dengan angka 6, dan melampirkan tanda daftar pelaku
usaha Hortikultura yang diterbitkan oleh
bupatij'walikota serta memenuhi persyaratan teknis:
a. tersedia rencana pengembangan pertanaman;
b. jumlah Benih yang dimohonkan sesuai dengan

ketersediaan laban untuk perbanyakan
pertanaman ;

c. rekomendasi dari dinas provinsi setempat yang

melaksanakan urusan di bidang Hortikultura;
dan

d. rekomendasi dari asosiasi benih nasional yang
membawahi komoditas tersebut.

Pasal 14

Pemasukan Benih untuk pengembangan dalam rangka

menghasilkan produk Benih yang akan dipasarkan di luar

negeri sebagaimana dirnaksud dalam Pasal 6 huruf d,

selain memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) buruf a, harus

memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

a. tersedia rencana pengembangarr/ perbanyakan Benih;

b. jumlah Benih yang dimohonkan sesuai dengan
ketersediaan lahan untuk perbanyakan Benih;

c. rekomendasi dari dinas provinsi setempat yang
melaksanakan urusan pemerintahan di bidang
Hortikultura; dan

d. rekomendasi dari asosiasi benih nasional yang
membawahi komoditas tersebut.
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Pasal 17
Pemasukan Benih untuk tujuan uji BUSS sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 6 huruf g harus memenuhi
persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10, dan

jenis serta jumlah Benih harus sesuai dengan kebutuhan

pengujian dilengkapi proposal rencana pengujian sesuai
Formulir IM-06 tercantum dalam Lampiran yang

merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan
Menteri ini.

Pasal 16

Pemasukan Benih untuk tujuan UJI banding antar
laboratorium penguji, uji profisiensi, atau validasi metoda

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf f, selain
memenuhi persyaratan administrasi sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a danjatau huruf
b, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:
a. jenis dan jumJah Benih sesuai dengan kebutuhan

pengujian;

b. surat keterangan keikutsertaan dalam uji banding

antar laboratorium penguji atau uji profesiensi

dan Iatau surat pemberitahuan penyelenggaraan uji
profesiensi dari International Seed Testing Association
(ISTA) yang masih berlaku;

c. surat pernyataan sebagai penyelenggaraan uji

profesiensi, uji banding antar laboratorium, atau
validasi metoda; dan

d. sisa Benih, Benih yang telah dihancurkan, dan

kecambah yang berasal dari Benih uji profisiensi serta
media tumbuh yang digunakan setelah pengujian

selesai, harus dimusnahkan.

(2) Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1), untuk kentang dan bawang merah harus

dilengkapi tanda daftar produsen Benih.

(3) Persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf c untuk komoditas florikultura diberikan

rekomendasi dari asosiasi benih nasional yang

mernbawahi komoditas.
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Pasal 19
(1) Pemasukan Benih untuk tujuan bahan

pamerarr/ promosi danl atau kegiatan lomba
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 huruf i dan
huruf j, selain mernenuhi persyaratan administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1),harus
memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

Pasal 18

(1) Pemasukan Benih untuk kebutuhan Pemerhati
Tanaman sebagaimana dimaksud pada Pasal 6
huruf h, selain memenuhi persyaratan administrasi
sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1)
huruf c, harus memenuhi persyaratan teknis sebagai

berikut:
a. jumlah Benih yang dimohonkan paling banyak:

1. 10 (sepuluh) tanaman, terdiri atas beberapa

jenis dan Iatau varietas; darr/ atau
2. 5 (lima)wadah berisi paling banyak 25 (dua

puluh lima) planlet atau stek atau tanaman
muda per wadah; atau

3. 100 (seratus) butir perkomoditas untuk
koleksi Benih aeuan.

b. reneana lokasi penanaman, keeuali un tuk koleksi

Benih aeuan.
(2) Planlet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a

berupa tunas yang sudah berakar baik berasal dari biji
maupun dari kultur sel atau kultur jaringan hasil
perbanyakan melalui organogenesis maupun
embriogenesis yang siap diaklimatisasi.

(3) Stek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a
berupa bagian tanaman yang digunakan untuk
perbanyakan vegetatif.

(4) Tanaman muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a berupa tanaman keeil yang mempunyai daun
dan akar.
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Pasal20

Pemasukan Benih tujuan pelaksanaan uji mutu untuk

kepentingan penerbitan orange certificate dan blue
certificate sesuai dengan peraturan International Seed
Testing Association (ISTA) sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 6 huruf k yang dilakukan oleh instansi pernerintah

dan badan usaha selain memenuhi persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a,

hams memenuhi persyaratan teknis sebagai berikut:

a. jenis dan jumlah Benih sesuai dengan pengujian

dilengkapi proposal rencana pengujian sesuai Formulir

IM-06 tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini;

b. surat permohonan pengujian Benih untuk penerbitan

orange certificate dan blue certificate;
c. permohonan pengambilan contoh Benih untuk

kepentingan pengujian sebagairnana dimaksud pada

buruf b; dan

a. melampirkan undangan keikutsertaan dalam

pameranjlornba dari panitia penyelenggara; dan

b. jenis serta jumlah Benih yang dimasukan sesuai

dengan kebutuhan.

(2) Dalam hal Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) paling lama 3 (tiga) hari kerja setelah

selesai penyelenggaraan pameranj prornosi, pernegang

izin rnernberitahukan kepada Petugas Karantina

Tumbuhan rencana pernusnahan.

(3) Pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuhan dengan

dibuat berita acara pemusnahan dan disampaikan

kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala

Pusat.

(4) Segala biaya yang diperlukan dalam rangka

pemusnahan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dibebankan kepada pemegang izin.
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Pasal 23

(1) Untuk pemenuhan standar mutu atau persyaratan

teknis minimal sebagaimana diinaksud dalam Pasal 12

ayat (1) huruf b, dilakukan uji mutu Benih.

(2) Uji mutu Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dilakukan oleh instansi yang melaksanakan tugas di

bidang pengawasan dan sertifikasi Benih atau
laboratorium yang terakreditasi dengan ruang lingkup

sesuai kornoditas Benih yang diuji.

(3) Benih yang telah diuji oleh laboratorium terakreditasi

International Seed Testing Association (ISTA) di riegara

asal tidak dilakukan uj i sebagaimana dirnaksud pada
ayat (1).

Pasa122

(1) Dalam hal Standar Mutu Benih atau persyaratan

teknis minimal sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12

ayat (1) huruf b belum ditetapkan, Direktur Jenderal

dalam memberikan Izin Pemasukan Benih

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 didasarkan

pad a standar mutu Benih atau persyaratan teknis

minimal kerabat terdekat.

(2) Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1) setelah

dimasukan ke wilayah Negara Republik Indonesia,

ditetapkan standar mutu yang diatur lebih lanjut oleh

Direktur Jenderal.

Pasa121

Pemasukan Benih yang berasal dan produk rekayasa

genetik harus memenuhi persyaratan keamanan hayati dan

memperoleh rekomendasi dari Komisi Keamanan Hayati

Produk Rekayasa Genetika (KKH PRG).

d. sisa contoh Benih yang digunakan untuk penerbitan

orange certificate dan blue certificate sebagaimana

dimaksud dalam huruf b harus dimusnahkan

rnaksimal 1 (satu) tahun setelah pengujian.
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Pasal26

(1) Permohonan diterima sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 24 ayat (2) apabila dokumen telab lengkap dan

benar.

(2) Permohonan yang diterima sebagaimana dimaksud

pada ayat (1), disampaikan kepada Direktur Jenderal

dan KepaJa Badan.

Pasal 25

(1) Permohonan ditolak sebagaimana dirnaksud dalam

Pasal 24 ayat (2) apabila hasil pemeriksaan dokumen

tidak lengkap atau tidak benar.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

diberitahukan kepada Pemohon, dengan disertai

alasan penolakan.

Pasa124

(1) Badan usaha, instansi pemerintah, Pemerhati

Tanaman, atau Perorangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 4 ayat (1), untuk memperoleh izin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2)

mengajukan permohonan kepada Menteri melalui

Kepala Pusat sesuai Formulir IM-Ol tercantum daJam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini dengan tembusan kepada

Kepala Badan.

(2) Kepala Pusat setelah menerima permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam jangka

waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja telah selesai

memeriksa kelengkapan dokumen permohonan dan

memberitahu ditolak atau diterima.

Bagian Ketiga

Tata Cara Izin Pemasukan Benih
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Pasal28

(1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26

ayat (5) dilakukan apabila persyaratan teknis

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 11 sampai

dengan Pasal 21 tidak dipenuhi.

Pasal 27

(1) Dalam hal Pemasukan Benih untuk pertama kali dari

jenis tanaman danl atau negara asal, dalam jangka

waktu paling lama 90 (sembilan puluh) hari kerja

Kepala Badan telah menyampaikan rekomendasi

kepada Direktur Jenderal apabila permohonan disertai

hasil Analisis Risiko Organisme Pengganggu

Tumbuhan (AROPT)Karantina.

(2) Pelaksanaan Analisis Risiko Organisme Pengganggu

Tumbuhan (AROPT)Karantina sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) dilakukan sesuai dengan peraturan

perundang-undangan.

disampaikan kepada Direktur Jenderal dengan

tembusan Kepala Pusat.

(4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari

kerja, Kepala Badan belum memberi rekomendasi,

Direktur Jenderal dapat memproses dengan

menggunakan rekomendasi sebelumnya.

(5) Direktur Jenderal setelah menerima rekomendasi dari

Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (3)

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) han kerja

sudah memberitahukan ditolak atau diterima.

(6) Apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari

kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (5) Direktur

Jenderal belum menerbitkan surat penolakan rnaka

permohonan dianggap diterima.

rekomendasi danmenerbitkansudahharus

(3) Kepala Badan sebagaimana dimaksud pada ayat (2)

dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari kerja
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Pasal 31

(1) Proses Izin Pemasukan Benih dilakukan secara daring
(online).

(2) Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat

tidak berfungsinya pelayanan secara daring (online)

sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pelayanan

permohonan Pemasukan Benih dapat dilakukan
secara manual.

Pasal 30

Pemasukan Benih harus selesai selama jangka waktu yang

tercantum dalam Izin Pemasukan Benih sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 29 ayat (~) dan dilakukan melalui

tempat Pemasukan yang ditetapkan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri

Pertanian sesuai Formulir IM-03 tercantum dalam

Lampiran yang rnerupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini.

(3) lzin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1)diberikan untuk jangka waktu 6 (enam) bulan.

(4) Izin Pemasukan Benih disampaikan kepada pemohon

oleh Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 2
(dua) hari kerja setelah menerima dari Direktur

Jenderal.

(1) Permohonan diterima atau dianggap diterirna

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (5) dan

ayat (6), Direktur Jenderal menerbitkan Izin

Pemasukan Benih.

Pasal 29

(2) Penolakan sebagairoana dimaksud pada ayat (1) oleh

Direktur Jenderal diberitahukan kepada Pemohon

dengan dilengkapi alas an penolakan, sesuai Formulir

IM-02 tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal 33

(1) Izin Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 29 dieabut, apabila:

a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 32;

b. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum

dalam Izin Pemasukan Benih:

Bagian Kelima

Pencabutan Izin

Pasal32

(1) Badan usaha, instansi pemerintah, Pemerhati

Tanaman, atau Perorangan yang memasukan Benih

wajib menyerahkan Izin Pemasukan Benih

sebagairnana dimaksud dalam Pasal 29 kepada

Petugas Karantina Tumbuhan dan salinannya kepada

instan si yang melaksanakan tugas di bidang

pengawasan dan sertifikasi Benih di lokasi

penyimpanan Benih, paling lambat pada saat Benih

tiba di tempat Pernasukan.

(2) Instansi pernerintah, Pemerhati Tanaman dan

Perorangan yang memasukan Benih, dalam jangka

waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja terhitung sejak

Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) wajib melaporkan realisasi Pemasukan Benih

kepada Direktur Jenderal dengan tembusan Kepala

Pusat.

(3) Badan usaha yang memasukan Benih wajib

melaporkan realisasi Pemasukan Benih dalam jangka

waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari terhitung sejak

Pemasukan Benih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) kepada Direktur Jenderal dengan tembusan

Kepala Pusat.

Bagian Keempat

Kewajiban Pemegang Izin
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Pasal34

(1) Pengawasan pelaksanaan Izin Pemasukan Benih di

tempat Pemasukan Benih dilaksanakan oleh Petugas

Karantina Tumbuhan.

(2) Dalam hal hasil pengawasan realisasi Pemasukan

Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas

Karantina Tumbuhan menyampaikan laporan data

hasil realisasi kepada Kepala Badan dengan tembusan

Direktur Jenderal dan Kepala Pusat.

(3) Pelaksanaan pengawasan perizman sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersamaan

dengan tindakan karantina tumbuhan.

(4) Pemeriksaan perizinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan untuk mengetahui kelengkapan,

keabsahan dan kebenaran isi dokumen.

Bagian Keenam

Pengawasan di Tempat Pemasukan Benih

c. memindahtangankan izin kepada pihak lain; atau

d. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang

undangan di bidang perkarantinaan tumbuhan,

(2) Pencabutan Izin Pemasukan Benih karena alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b dilakukan setelah diberikan peringatan 1

(satu) kali dan tidak diindahkan dalam jangka waktu 7

(tujuh) hari kerja sejak tanggaJ diterbitkan peringatan.

(3) Pencabutan lzin Pemasukan Benih karen a alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c
dilakukan segera tanpa adanya peringatan terlebih

dahulu.

(4) Pencabutan Izin Pemasukan Benih sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dilakukan oleh

Direktur Jenderal atas nama Menteri sesuai Formulir

IM-04 tercanturn dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasal35

(1) Apabila dari hasil pemeriksaan dokurnen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 34 ayat (4) terbukti:

a. belum disertai Izin Pemasukan Benih, terhadap

Benih dilakukan tindakan penahanan dan kepada

pernilik atau kuasanya diberikan waktu paling

lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima
surat penahanan, harus menyerahkan Izin

Pemasukan Benih;

b. Izin Pemasukan Benih tidak sah dan / atau tidak
benar, maka dilakukan tindakan penolakan; atau

c. lzin Pemasukan Benih dan dokumen persyaratan
lainnya lengkap, sah dan benar, maka dilakukan

tindakan perneriksaan kesehatan dan tindakan

karantina tumbuban lainnya sesuai peraturan
penundang-undangan.

(2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (ernpat

be1as) hari kerja Izin Pemasukan Benih yang

dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

huruf a belum atau tidak dapat dipenuhi, dilakukan
tindakan penolakan.

(3) Apabila jumlah Benih yang dimasukkan lebih besar

dari kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 34

ayat (5) huruf c, maka kelebihannya dilakukan
tinda kan penolakan.

(5) Pemeriksaan keabsahan sebagaimana dimaksud pada

ayat (4) meliputi:

a. kesesuaian dengan Formulir yang sudah

ditetapkan;

b. diterbitkan oleh Direktur Jenderal dalam bentuk

Keputusan Menteri Pertanian;
c. kuota belum terpenuhi; dan

d. mas a berlaku lzin Pemasukan Benih belum habis.

(6) Pemeriksaan kebenaran sebagairnana dimaksud pada

ayat (4) meliputi:

a. tempat Pemasukan Benih; dan

b. jenis, varietas dan volume yang dimasukan.
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Pasal38

Pemberian Izin Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 ayat (2), oleh Menteri dimandatkan kepada

Direktur Jenderal atas nama Menteri.

Pasal37

(1) Pengeluaran Benih dapat dilakukan oleh badan usaha,

instansi pemerintah, Pemerhati Tanam an, atau

Perorangan.

(2) Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) dapat dilakukan setelah memperoleh izin dari

Menteri.

(3) Pengeluaran Benih untuk jenis tanaman yang

dilindungi harus mendapatkan izin dan Menteri yang

bertanggung jawab di bidang Konservasi Sumber Daya
Alam.

Bagian Kesatu

Umum

BAB III

PENGELUARANBENlH

Pasal 36

Dalam hal Pemasukan Benib untuk pertama kali

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 27 ayat (1) tidak

disertai Izin Pemasukan Benih atau belum dilaksanakan

Analisis Risiko Organisme Pengganggu Tumbuhan (AROPT)

Karantina, dilakukan tindakan penolakan sesuai dengan

ketentuan peraturan perundang-undangan.

(4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat

belas) hari kerja pemilik atau kuasanya setelah

menerima surat penolakan sebagaimana dimaksud

pada ayat (1) huruf a, ayat (2) dan ayat (3) tidak segera

membawa Benih keluar dari wilayah Negara Kesatuan

Republik Indonesia, dilakukan tindakan pemusnahan.
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dilengkapi persyaratan admlnistrasi:
1. akte pendirian perusahaan bidang pertanian

darr/ atau perubahannya;

Benih

Pasal40
(1) Untuk memperoleh Izin Pengeluaran

sebagaimana dimaksud dalam Pasa138:

a. badan usaha sebagaimana dimaksud dalam Pasal
37 ayat (1) harus mengajukan permohonan yang

Bagian Kedua
Persyaratan Pengeluaran Benih

Pasal 39

(1) Pengeluaran Benih sebagairnana dimaksud dalam

Pasa! 37 dilakukan apabila:
a. kebutuhan Benih di dalam negeri telah tercukupi;
b. produksi Benih khusus diperuntukan bagi

keperluan pemasaran di luar negeri;
c. terjamin kelestarian sumber daya genetik;
d. untuk keperluan lombaZpameranypromosi: dan
e. tidak merugikan kepentingan nasional.

(2) Tidak merugikan kepentingan nasional sebagaimana
dimaksud pada ayat (1) huruf e, meliputi:
a. tidak mengeluarkan tetua/ Benih sumber yang

berasal dari wilayah Negara Kesatuan Republik
Indonesia dan diperbanyak di luar negeri serta
dimasukan kernbali/dikomersialisasikan ke
Indonesia; aes»] atau

b. tidak mengeluarkan Benih untuk keperluan
menghasilkan produk turunan Hortikultura, yang
berpotensi untuk industri yang telah atau akan
diproduksi dan / atau digunakan oleh masyarakat
Indonesia secara luas.

(3) Pengeluaran tanaman tertentu yang diduga dapat
merugikan kepentingan nasional harus disertai
dengan rekomendasi dari Komisi Nasional Sumber
Daya Genetik (KNSDG).
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Pasal 41

(1) Badan usaha, instansi pernerintah, Pemerhati

Tanaman, atau Perorangan sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 ayat (1), untuk memperoleh izin

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (2)

mengajukan permohonan kepada Menteri melalui

Kepala Pusat sesuai Formulir IK-Ol tercantum dalam

Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan

dari Peraturan Menteri ini dengan tembusan kepada

Kepala Badan.

Bagian Ketiga

Tata Cara Izin Pengeluaran Benih

persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

harus memenu hi ketentuan peraturan perundang

undangan di bidang perkarantinaan tumbuhan.

memenuhiselainBenihPengeluaran(2) Untuk

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37 ayat (1)

harus mengajukan permohonan yang dilengkapi

dengan persyaratan administrasi:

1. Kartu Tanda Penduduk (KTP)/Paspor; dan

2. pernyataan bahwa Benih akan clitanam

sendiri dan tidak untuk diperjualbelikan.

diterbitkan oleh bupati/walikota.

b. instansi pemerintah sebagaimana dimaksud

dalam Pasal 37 ayat (1) harus mengajukan

permohonan disertai dengan proposal

Pengeluaran Benih.

c. Pemerhati Tanaman dan /atau Perorangan

2. Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP);

3. profil perusahaan;

4. Kartu Tanda Penduduk (KTP) pimpinan

perusahaan;

5. keterangan domisili perusahaan; dan

6. tanda daftar produsen Benih atau tanda

daftar pelaku usaha Hortikultura yang
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Pasal 44
(1) Penolakan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43

ayat (3) dilakukan apabila persyaratan sebagaimana
climaksud dalam Pasal 39 tidak dipenuhi.

Pasa143
(1) Permohonan diterima sebagaimana dirnaksud dalam

Pasal 41 ayat (3) apabila dokumen telah lengkap dan
benar.

(2) Permohonan yang telah lengkap dan benar
sebagaimana dimaksud pada ayat (1), disampaikan
kepada Direktur Jenderal dan Kepala Badan.

(3) Direktur Jenderal dalam jangka waktu paling lama 5
(lima)hari kerja harus sudah memberitahukan ditolak
atau diterima.

(4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 5 (lima) hari
kerja sebagaimana dimaksud pada ayat (3) Direktur
Jenderal belum menerbitkan surat penolakan,
permohonan dianggap diterima.

Pasal42
(1) Permohonan ditolak sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 41 ayat (3) apabila hasil pemeriksaan dokumen
tidak lengkap atau tidak benar.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
diberitahukan kepada Pemohon, dengan dilengkapi

alasan penolakan.

(2) Permohonan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

dengan melampirkan dokumen persyaratan

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 40.

(3) Kepala Pusat setelah menerima permohonan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2)
dalam jangka waktu paling lama 3 (tiga) hari kerja
telah selesai memeriksa kelengkapan dokumen

permohonan dan memberitahu ditolak atau diterima.
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Pasal 47

(1) Proses Izin Pengeluaran Benih dilakukan secara daring

(online).

(2) Dalam hal terjadi gangguan sistem yang berakibat

tidak berfungsinya pelayanan secara daring (online)
sebagaimana ctimaksud pada ayat (1), pelayanan

permohonan Pengeluaran Benih dapat dilakukan

secara manual.

Pasal 46

Pemegang izin harus telah selesai mengeluarkan seluruh

Benih melalui tempat Pengeluaran yang telah ditetapkan

sesuai dengan jangka waktu yang diberikan dalam Izin

Pengeluaran .

Pasal 45

(1) Permohonan diterima atau dianggap diterima

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dan

ayat (4), Direktur Jenderal harus menerbitkan Izin

Pengeluaran Benih.

(2) Izin Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diterbitkan dalam bentuk Keputusan Menteri

Pertanian sesuai dengan Formulir 1K-03 tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dad Peraturan Menteri ini.

(3) Izin Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud pada

ayat (1) diberikan dalam jangka waktu paling lama

6 (enam) bulan.

(4) Izin Pengeluaran Benih disampaikan kepada pemohon

oleh Kepala Pusat dalam jangka waktu paling lama 2

(dua) hari kerja setelah menerima dari Direktur

Jenderal.

(2) Penolakan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) oleh

Direktur Jenderal diberitahukan kepada Pemohon

dengan dilengkapi alasan penolakan, dengan Formulir

lK-02 tercantum pada Lampiran sebagai bagian tidak

terpisahkan dengan Peraturan Menteri ini.
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Pasal 49

(1) Izin Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 45 dicabut, apabila pemegang izin:

a. tidak melaksanakan kewajiban sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 48;

b. tidak melaksanakan ketentuan yang tercantum

dalam Izin Pengeluaran Benih;

c. memindahtangankan izin kepada pihak lain; atau

d. tidak memenuhi ketentuan peraturan perundang

undangan di bidang perkarantinaan tumbuhan.

(2) Pencabutan Izin Pengeluaran Benih karena alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan

huruf b dilakukan setelah diberikan peringatan 1

(satu) kali dan tidak diindahkan dalam jangka waktu 7

(tujuh) hari kerja sejak tanggal diterbitkan peringatan.

Bagian Kelima

Pencabutan Izin

Pasal 48

(1) Badan usaha, instansi pemerintah, Pemerhati

Tanaman, atau Perorangan yang mengeluarkan Benih

wajib menyerahkan Izin Pengeluaran Benih

sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 kepada

Petugas Karantina Tumbuhan dan paling lambat pada

saat Benih tiba di tempat Pengeluaran.

(2) Badan usaha, instansi pemerintah, Pemerhati

Tanaman, atau Perorangan yang mengeluarkan Benih,

dalam jangka waktu paling lama 7 (tujuh) hari kerja

terhitung sejak Pengeluaran Benih sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) wajib melaporkan realisasi dan

nilai (rupiah) atas Pengeluaran Benih kepada Direktur

Jenderal dengan tembusan Kepala Pusat.

Bagian Keempat

Kewajiban Pemegang Izin
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Pasa151

(1) Jumlah Benih yang dimohonkan untuk dikeluarkan

dari tempat pameran sebagaimana dimaksud dalam

Pasal 50 ayat (1) paling banyak 10 (sepuluh) tanaman

yang terdiri atas beberapa jenis darr/ atau varietas,

danl atau 5 (lima) wadah isi paling banyak 25 (dua

puluh lima) planlet atau stek atau tan aman muda per

wadah.

Pasal 50

(1) Benih dari tempat pameran dapat dikeluarkan apabila

telah mendapat Izin Pengeluaran Benih dari panitia

pameran sesuai dengan Formulir IK-05 tercantum

dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak

terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

(2) Pengeluaran Benih sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) harus memenuhi persyaratan sebagaimana

dirnaksud dalam Pasal 37 ayat (3), Pasal 40 ayat (1)

huruf b dan peraturan perundang-undangan di bidang

perkarantinaan tumbuhan.

Bagian Keenam

Pengeluaran dari Tempat Pameran

(3) Pencabutan Izin Pengeluaran Benih karena alasan

sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c

dilakukan segera tanpa adanya peringatan terlebih

dahulu.

(4) Pencabutan Izin Pengeluaran Benih sebagaimana

dimaksud pada ayat (2) atau ayat (3) dilakukan oleh

Direktur Jenderal atas nama Menteri sesuai Fonnulir

IK-04 tercantum dalam Lampiran yang merupakan

bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.
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Pasa152

(1) Pengawasan di tempat Pengeluaran Benih terhadap

penggunaan Izin Pengeluaran Benih tanaman

dilakukan oleh Petugas Karantina Tumbuban.

(2) Dalarn hal basil pengawasan realisasi Pengeluaran

Benih sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Petugas
Karantina Tumbuhan menyampaikan laporan data
hasil realisasi kepada Kepala Badan dengan ternbusan

Direktur Jenderal dan Kepala Pusat.
(3) Pelaksanaan pengawasan perizinan sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) dilakukan secara bersarnaan

dengan tindakan karantina tumbuhan.

(4) Pemeriksaan perizinan sebagaimana dimaksud pada

ayat (3) dilakukan untuk mengetahui kelengkapan,
keabsahan dan kebenaran isi dokumen.

(5) Keabsahan sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

meliputi:

a. kesesuaian dengan Formulir yang sudah
ditetapkan;

b. diterbitkan oleh Direktur Jenderal dalam bentuk

Keputusan Menteri Pertanian;
c. kuota belum terpenuhi; dan

d. masa berlaku Izin Pengeluaran Benih belum
habis.

Bagian Ketujuh

Pengawasan di Tempat Pengeluaran Benih

(2) Planlet sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa

tunas yang sudah berakar baik berasal dari biji

maupun dari kultur sel atau kultur jaringan yang

merupakan basil perbanyakan melalui organogenesis

maupun embriogenesis yang siap diaklimatisasi.

(3) Stek sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa
bagian tanaman yang digunakan untuk perbanyakan

vegetatif.

(4) Tanaman muda sebagaimana dimaksud pada ayat (1)

berupa tanaman kecil yang mempunyai daun dan

akar.
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Pasal53

(1) Apabila dari hasil pemeriksaan dokumen sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4) terbukti:

a. belum disertai Izin Pengeluaran Benih, terhadap

Benih dilakukan tindakan penahanan dan kepada

pemilik atau kuasanya diberikan waktu paling

lama 14 (empat belas) hari kerja setelah diterima

surat penahanan harus menyerahkan Izin

Pengeluaran Benih;

b. Izin Pengeluaran Benih tidak sah danl atau tidak
benar, dilakukan tindakan penolakan;

c. Izin Pengeluaran Benih dan dokumen persyaratan
lainnya lengkap, sah dan benar, maka dilakukan

tindakan pemeriksaan kesehatan dan tindakan
karantina tumbuhan lainnya sesuai dengan
ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
betas) hari kerja Izin Pengeluaran Benih yang

dipersyaratkan sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
huruf a belum atau tidak dapat dipenuhi, dilakukan
tindakan penolakan.

(3) Apabila jumlah Benih yang dikeluarkan lebih besar
dari kuota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52

ayat (5) huruf c maka kelebihannya dilakukan
tindakan penolakan.

(4) Apabila dalam jangka waktu paling lama 14 (empat
belas) hari kerja pemilik atau kuasanya setelah
menerima surat penolakan sebagaimana dimaksud
pada ayat (1)huruf b, ayat (2)dan ayat (3) tidak segera
membawa Benih keluar dari tempat Pengeluaran,
dilakukan tindakan pemusnahan.

(6) Kebenaran sebagaimana dimaksud pada ayat (4)

antara lain meliputi:

a. tempat Pengeluaran Benih; dan

b. jenis dan varietas yang dikeluarkan.
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Pasal 55

Pada saat Peraturan Menteri ini mulai berlaku, Peraturan

Menteri Pertanian Nomor 05jPermentanjOT.140j2j2012

tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura

(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 199)

sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri

Pertanian Nomor 76j Permen tan j OT.140j7 j2013 tentang

Perubahan atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor

05jPermentanjOT.140j2j2012 tentang Pemasukan dan

Pengeluaran Benih Hortikultura (Berita Negara Republik

Indonesia Tahun 2013 Nomor 996), dicabut dan dinyatakan

tidak berlaku.

BABV

KETENTUANPENUTUP

diundangkannya Peraturan Menteri ini, diproses

sesuai dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor

05jPermentanjOT.140j2j2012 tentang Pemasukan

dan Pengeluaran Benih Hortikultura sebagaimana

telah diubah dengan Peraturan Menteri Pertanian
Nomor 76jPermentan/OT.140/7/2013 tentang

Peru bah an atas Peraturan Menteri Pertanian Nomor

05jPermentanjOT.140/2j2012 tentang Pemasukan

dan Pengeluaran Benih Hortikultura.

(2) Izin Pemasukan Benih dan roo Pengeluaran Benih

yang telah diterbitkan sebelum Peraturan Menteri ini

diundangkan dinyatakan tetap berlaku sampai dengan

habis masa berlakunya.

sebelumdiajukanyangBenihPengeluaran

Pasal 54

(1) Perrnohonan Izin Pemasukan Benih dan Izin

BABIV

KETENTUANPERALlHAN
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REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2011 NOMOR 715BERITA NEG

DIREKTUR JENDERAL

PERATURANPERUNDANG-UNDANGAN

KEMENTERIAN HUKUM DAN HAl( ASASI MANUSlA

REPUBLIK INDONESIA,
<IL

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 18, Mei 2011

Jvl
MENTER! PERTANIAN

PUBLIK INDONESIA,

Ditetapkan di Jakarta

pada tanggal 15M=i 2017

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan

pengundangan Peraturan Menteri ini dengan

penempatannya dalam Berita NegaraRepublik Indonesia.

Pasal 56

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal

diundangkan.
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7. IK - 01 Surat Permohonan Izin Pengeluaran Pemohon

Benih Hortikultura dari wilayah

Negara Republik Indonesia

Negara Republik Indonesia untuk

tujuan uji BUSS/Pelaksanaan UJl

mutu untuk kepentingan penerbitan

orange certificate dan blue certificate

sesuai dengan peraturan ISTA *)

Benih Pemohon

wilayah

pemasukkan

ke dalam

Proposal

Hortikultura

IM-066.

5. 1M - 05 Proposal pemasukkan Benih tetua Pernohon

Hortikultura ke dalam wilayah

Negara Republik Indonesia

4. 1M- 04 Keputusan Menteri Pertanian tentang Direktur Jenderal

Pencabutan Izin Pemasukan Benih a.n Menteri

Hortikultura ke dalam. wilayah Pertanian

Negara Republik Indonesia

3. IM - 03 Keputusan Menteri Pertanian ten tang Direktur Jenderal

Pemberian Izin Pemasukan Benih

Hortikultura ke dalam wilayah

Negara Republik Indonesia

2. 1M- 02 Surat Penolakan Izin Pemasukan Direktur Jenderal

Benih Hortikul tura ke dalam wilayah

Negara Republik Indonesia

1. 1M- 01 Surat Permohonan Izin Pemasukan Pemohon

Benih Hortikultura ke dalam wilayah

Negara Republik Indonesia

Tentang
Ditandatangani

oleh
No. Formulir

LAMPIRAN

PERATURANMENTER! PERTANIAN

REPUBLIKINDONESIA

NOMOR 15jPERMENTANjHR.060jS/2017

TENTANG

PEMASUKANDANPENGELUARANBENIH

HORTlKULTURA



NSU~

MENTERI PERTANIAN

8. rK- 02 Surat Penolakan izm Pengeluaran Direktur Jenderal

Benih Hortikultura dari Wilayah

Negara Republik Indonesia

9. IK - 03 Keputusan Menteri Pertanian tentang Direktur Jenderal

Pernberian Izin Pcngeluaran Benih a.n Menteri

Hortikultura dari Wilayah Negara Pertanian

Republik Indonesia
I

10. IK- 04 Keputusan Menteri Pertanian tentang Direktur Jenderal

Pencabutan Izin Pengeluaran Benih a.n Menteri

Hortikutura dari Wilayah Negara Pertanian

Republik Indonesia

11. IK- 05 Izin Pengeluaran Benih Hortikultura Panitia Pamerarr/

dari Tempat Pameran Lomba

12. IF - 01 Information Required for Seed Eksportir Benih di

Introduction (Importation) to Indonesia Luar Negeri

13. IF - 02 Technical Information for Commodity Exportir Benih di

(s) Proposed Exported Into Indonesia Luar Negeri
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Keterangan j *} Corel yang tidak perlu

Tembusan :
Kepadal Badan Karantina Pertanian.

Nama dan Tanda Tangan Pemohon
Cap

Materai

Dernikan, atas perhatian dan perkenan BapakjIbu disampaikan terima
kasih.

: (satu lokasi)

: (satu lokasi)

: (satu lokasi)

a. Jenis tanamanjspesies
b. VarietasjKlonjHibrida
c. Bentuk benih
d. Banyaknya benih
e. Perlakuan fisikjkimia
f. Negarajtempat asal

benih di produsi
g. Nama Produsenj

pengolah benih
h. Negara pengirim
1. Nama Pengirim
J. Alamat pengirim
k. Pekerjaan pengirim
1. Tempat pemasukan
m. Tujuan pemasukan benih

Mengajukan permohonan izin untuk memasukkan benih hortikultura ke
dalam Wilayah Negara Republik Indonesia, dengan penjelasan sebagai
berikut:

NPWP

Bentuk Usaha : PeroranganjPemerhati Tanamanjlnstansi Pemerintahj
Badan Usaha *)

Dengan ini kami:
Nama .
Alamat .

JAKARTA

yth:
Menteri Pertanian
C.q Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman
dan Perizinan Pertanian
Kementerian Pertanian
di-

: Permohonan lzin Pemasukan Benih Hortikultura
Ke Dalam Wilayah Negara RI

............. , 20 .Nomor
Lampiran
Hal

FORMULIR 1M- 01
- 3 -



Tembusan:
KepalaBadan Karantina Pertanian;

NIP.

DIREKTUR JENDERAL HORTlKULTURA

Demikan disarnpaikan, agar menjadi maklum.

e.
. ,
. ,c.

d.

. ,

. ,a.
b.

Sehubungan dengan surat Permohonan saudara Nornor tanggal
................... perihal permohonan izin pemasukan benih hortikultura dengan
uu diberitahukan bahwa, sesuai dengan
Pasal 28 Peraturan Menteri Pertanian Nomor
........................................ tentang Pemasukan dan Pengeluran Benih
Hortikultura, Permohonan saudara ditolak dengan alasan:

Ytb:
(Pemohon) .
di-

: Penolakan lzin Pemasukan Benih Hortikultura Ke
Dalam WilayabNegara Republik Indonesia

............. , 20 .Nomor
Lampiran
Hal

FORMULIR1M- 02- 4 -



d. NPWP
e. Jenis tanamanj species
f. VarietasjKlon/Hibrida
g. Bentuk benih
h. Banyaknya benih

Peroranganj pemerhati
tanarnan j Instansi
pemerintah/badan usaha *)

Memberikan izin untuk memasukkan benih (komoditas)
kepada:
a. Nama
b. Alamat
c. Bentuk usaha

MEMUTUSKAN :
Menetapkan
KESATU

Memerhatikan : 1. Surat Permohonan;
2. Surat KepalaPPVTPP
3. Surat Rekomendasi Kepala Badan Karantina

Pertanian;

: 1. Peraturan Presiden Nomor75jM Tahun 2015 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian
Pertanian;

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43jPermentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi
dan Tata KerjaKementerian Pertanian;

3. Peraturan Menteri Pertanian ..
tentang Pemasukan dan Pengeluaran Benih
Hortikultura;

: a. bahwa perrnohonan .
setelah dikaji, mernenubi syarat untuk dapat
rnemasukkan benih hortikultura dari Negara
............................. ke dalam wilayah Negara Republik
Indonesia;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri
Pertanian Nomor .
dipandang perlu rnemberikan izin pemasukan benih
tanaman kepada ;

MENTERI PERTANIAN,

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

Mengingat

Menimbang

PEMBERlAN IZIN PEMASUKAN BENIH HORTIKUL TURA
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

KEPUTUSAN MENTERI PERTANlAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR:

GARUDA BIRU

FORMULIR 1M - 03
- 5 -



Pemegang izin harus melaporkan realisasi pemasukan
benih kepada Direktur Jenderal Hortikultura dan Kepala
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan
Pertanian, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) han
kerja untuk instansi pemerintah, pemerhati tanarnan dan
perorangan, serta 30 (tiga puluh) hari kerja untuk badan
usaha terhitung sejak pemasukan.

Izin sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU
diberikan untuk jangka waktu paling lama ( )
bulan, selama jangka waktu tersebut pemegang izin harus
sudah selesai memasukkan seluruh benih tanaman yang
diizinkan ke dalam wilayahNegaraRepublik Indonesia.

Pemasukan benih hortikultura sebagaimana dimaksud
dalam diktum KESATUharus melalui tempat pemasukan
yang telah ditetapkan dan wajib mengikuti ketentuan
peraturan perundang-undangan di bidang perkarantinaan
tumbuhan.

Benih hortikultura sebagaimana dimaksud dalam diktum
KESATU dipergunakan untuk (persiapan pendaftaran
varietas Hortikultura untuk Peredaranj pengadaan Benih
bermutu untuk kepentingan komersialj pengadaan tetua
untuk perbanyakan Benih dari varietas yang sudah
terdaftar untuk Peredaranjpengembangan Benih untuk
menghasilkan produk Benih yang akan dipasarkan ill luar
negerijmenghasilkan produk segar danjatau bahan baku
industri olahan yang akan dipasarkan ke luar negeri
danjatau dalam negerijpelaksanaan uji banding antar
laboratorium, uji profisiensi atau validasi metoda dalarn
rangka akreditasi laboratoriurn penguji mutu
Benihjpelaksanaan uji Baru, Unik, Seragam, dan Stabil
(BUSS) untuk keperluan perlindungan varietas
tanamanjkebutuhan bagi Pemerhati Tanamanjbahan
pameranjpromosijkegiatan lombaj pelaksanaan uji mutu
untuk kepentingan penerbitan orange certificate dan blue
certificate sesuai dengan peraturan Intemational Seed
Testing Association (ISTA) *). dan harus memenuhi standar
mutu atau persyaratan teknis minimal.

1. Perlakuan fisikjkimia
J. Negarajtempat asal

benih diproduksi
k. Negarapengirim
1. Nama pengirim
m. Alamat pengirim
11. Pekerjaan pengirim
o. Tempat pemasukan
p. Tujuan penggunaan

benih

- 6 -
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Keterangan ; *) Coretyang iidak:perlu

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth:
1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Sea dan Cukai; Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian;
4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pertanian;
5. Kepala Instansi yang melaksanakan tugas eli bidang pengawasan dan

sertifikasi benih.

NIP.

A.n. MENTER!PERTANlAN
DlREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal
ditetapkan.

KETUJUH

Tzinsebagaimana dimaksud dalam diktum KESATUdicabut
apabila:
a. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada diktum KEDUAdanl atau diktum KETIGA;
b. memindahkan izin kepada pihak lain;
c. menimbulkan gangguan dari ketertiban umum.

KEENAM

-7-



Dengan ditetapkannya Keputusan Menteri ini, maka
Keputusan Menteri Pertanian Nomor tentang
Pemberian Izin Pemasukan Benih Hortikultura Ke Dalam
Wi1ayah Negara Republik Indonesia, dicabut dan
dinyatakan tidak berlaku lagi.

Mencabut Keputusan Menteri Pertanian Nomor
........................... tentang Pemberian Izin Pemasukan
Benih Hortikultura Ke Dalam Wilayah Negara Republik
Indonesia, atas nama Peroranganj pemerhati tanamanj
Instansi pemerintahjbadan usaha *).

MEMUTUSKAN:

: 1. Peraturan Presiden Nomor 75jM Tahun 2015 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kementerian
Pertanian;

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43jPermentanjOT.010j8j2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

3. Peraturan Menteri Pertanian ten tang
Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;

: a. bahwa berdasarkan analisa dan kajian teknis, ada
beberapa hal yang melanggar ketentuan peraturan
perundang- und angan ,
yaitu ;

b. bahwa dengan Peraturan Menteri Pertanian Nomor
................... ditetapkan Pemasukan dan Penegeluaran
Benih Hortikultura;

c. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal .
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
................................... , dipandang perlu mencabut
Keputusan Menteri Pertanian Nomor .
ten tang Pemberian lzin Pemasukan Benih HortikuJtura
Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia;

MENTERI PERTANlAN,

DENGAN RAMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEDUA

Menetapkan
KESATU

Mengingat

Menimbang

PENCABUTAN 1ZIN PEMASUKAN BENIH HORTIKULTURA
KE DALAM WILAYAH NEGARA REPUBLIK INDONESIA

TENTANG

KEPUTUSAN MENTERI PERTANTANREPUBLIK INDONESIA
NOMOR:

GARUDA BTRU

FORMULIR 1M- 04
- 8 -



Keterangan ; *) Coretyang tidak perlu

NIP.
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth:
1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian;
4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pertanian;
5. Kepala Instansi yang melaksanakan tugas di bidang pengawasan dan

sertifikasi benih,

A.n. MENTER! PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Keputusan Menteri iru mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

KETIGA

-9-



Tembusan:
Kepala Badan Karantina Pertanian

Nama dan Tanda Tangan Pemohon
Cap

Dernikian, atas perhatian dan perkenan BapakjThu disampaikan
terimakasih.

Berikut kami sampaikan rincian perencanaan produksi benih tetua
tersebut:
a. Latar Belakang
b. Tujuan
c. JenisjVarietas Tanaman
d. Jumlah tetua yang akan dimasukkan:
e. Rencana produksi benih:

1. Lokasitanam
Desa
Kecamatan
Kabupaten
Propvinsi

2. Rencana waktu tanam:

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin untuk memasukkan benih
tetua hortikultura kedalam wilayah Negara Republik Indonesia.

JAKARTA

Yth:
Menteri Pertanian
C.q. Kepala Pusat Perlindungan Varietas
dan Perizinan Pertanian
Kementerian Pertanian
di-

: Proposal Pemasukan Benih Tetua Hortikultura
Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

Lampiran
Hal

Nomor , 20 .

- 10 - FORMULIR 1M - 05



Keterangan ; *) Coretyang tidak perlu

Tembusan:
Kepala Badan Karantina Pertanian

Nama dan Tanda Tangan Pemohon
Cap

Demikian, atas perhatian dan perkenan Bapakj Ibu disampaikan
terimakasih,

Berikut kami sarnpaikari rincian rencana pengujian tersebut:
a. Latar Belakang
b. Tujuan
c. JenisjVarietas Tanaman
d. Jumlah benih yang akan dimasukkan
e. Metode Pengujian:

1. Lokasi pengujian
Desa
Kecamatan :
Kabupaten :
Propvinsi

2. Metode pengujian:
3. Jumlah kebutuhan benih untuk pengujian:

Dengan ini kami mengajukan permohonan izin untuk memasukkan benih
hortikultura kedalam wilayah Negara Republik Indonesia untuk tujuan uji
BUSSjPelaksanaan uji mutu untuk kepentingan penerbitan orange
certificate dan blue certificate sesuai dengan peraturan 1STA *).

JAKARTA

Yth:
Menteri Pertanian
C.q. Kepala Pusat Perlindungan Varietas
dan Perizinan Pertanian
Kementerian Pertanian
di-

: Proposal Pemasukkan Benih Hortikultura Kedalam Wilayah
Negara Republik Indonesia Untuk Tujuan Uji BUSSI
Pelaksanaan Uji Mutu Untuk Kepentingan Penerbitan Orange
Certificate dan Blue Certificate Sesuai Dengan Peraturan ISTA *)

............. , 20 .Nomor
Lampiran
Hal

FORMULIR1M- 06- 11 -



Keterangan ; *) Corel yang tidak: perlu

Ternbusan:
Kepadal Badan Karantina Pertanian.

Nama dan Tanda Tangan Pemohon
Jabatan

Cap
Materai

(Nama Terang)

Dernikan, atas perhatian dan perkenan Bapak /Ibu disampaikan terima
kasih.

izin untuk mengeluarkan benih .
Negara Republik Indonesia, dengan penjelasan

Mengajukan perohonan
(komoclitas) dari Wilayah
sebagai beriku t:
a. Jenis tanaman
b. Varietas /Klony Hibrida
c. Bentuk benih
d. Banyaknya benih
e. Perlakuan fisik / kimia
f. Nama Produsen /

pengolah benih . . .
g. Negara tujuan : (satu lokasi)
h. Nama Penerima .
1. Alamat penerima : (satu lokasi)
J. Tempat pegeluaran : (satu lokasi)
k. Tujuan pengeluaran benih: .

NPWP

: PeroranganfPemerhati Tanamanflnstansi Pemerintahf
Badan Usaha *)

Pekerjaan
Ben tuk Usaha

Denganinikami:
Nama .
Alamat .

JAKARTA

Yth:
Menteri Pertanian
C.q Kepala Pusat Perlindungan Varietas Tanaman
dan Perizinan Pertanian
Kementerian Pertanian
di-

: Permohonan lzin Pengeluaran Benih Hortikultura
dari Wilayah Negara RI

............. , 20 .Nomor
Lampiran
Hal

FORMULIR IK - 01- 12 -



Ternbusan:
Kepala Badan Karantina Pertanian;

NIP.

DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

Demikan disarnpaikan, agar menjadi maklum.

e.
. ,
. ,c.

d.

. ,

. , ,a.
b.

Sehubungan dengan surat Permohonan saudara Nomor tanggal
.. .... ............. perihal permohonan izin pengeluaran benih hortikul tura
dengan im diberitahukan bahwa, sesuai dengan
pasal 44 Peraturan Menteri Pertanian Nomor
........................................ tentang Pemasukan dan Pengeluran Benih
Hortikultura, Permohonan Saudara ditolak dengan alasan:

Yth :
(Pemohon) .
di-

Penolakan Izin Pengeluaran Benih Hortikultura
Ke Dalam Wilayah Negara Republik Indonesia

............. , 20 .Nomor
Larnpiran
Hal

FORMULIR IK - 02- 13 -



d. NPWP
e. Jenis tanarnari/ species
f. Varietaa/Klorr/Hibrida
g. Bentuk benih
h. Banyaknya benih
1. Perlakuan fisik/ kimia
J. Nama produsen/

pengolah benib
k. Negara tujuan
l. Nama penerima
m. Alamat penerima

: PeroranganjPemerhati
Tanamarr/ Instansi
Pemerintah/Badan Usaha *)

Memberikan izin untuk pengeluaran benih (komoditas)
kepada:
a. Nama
b. Alamat
c. Bentuk usaha

MEMUTUSKAN:

------- -- --

Menetapkan
KESATU

Memerhatikan : 1. Surat Permohonan;
2. Surat Kepala PPVTPP

: 1. Peraturan Presiden Nomor 75/M Tahun 2015 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Kemenlerian
Pertanian;

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43/Permentan/OT.010/8/2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

3. Peraturan Menteri Pertanian tentang
Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;

: a. bahwa permohonan setelah dikaji,
memeriuhi syarat untuk dapat mengeluarkan benih
dari wilayah Negara Republik Indonesia ke
Negara ;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Peraturan Menteri
Pertanian Nomor .
dipandang perlu memberikan izin pengeluaran benih
tanaman kepada ;

MENTERIPERTANlAN,

Mengingat

Menimbang

PEMBERIAN IZIN PENGELUARANBENlH HORTIKULTURA
DARl WILAYAH NEGARAREPUBLIK INDONESIA
DENGAN RAHMAT TUHAN YANGMAHA ESA

TENTANG

KEPUTUSAN MENTER1PERTANlANREPUBLIK INDO~~SIA
NOMOR:

GARUDA BIRU

FORMULIR IK - 03
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Keterangan ; *) Coret yang tidak perlu

Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth:
1. Menteri Pertanian (sebagai laporan);
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Per tan ian;
4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pertanian;
5. Kepala Instansi yang menangani bidang pengawasan dan sertifikasi

benih.

NIP.

A.n. MENTER! PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Keputusan Menteri iru mulai berlaku pad a tanggal
ditetapkan.

Izin pengeluaran benih sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATUdicabut, apabila:
a. tidak melaksanakan ketentuan sebagaimana dimaksud

pada diktum KETIGA;
b. memindahkan izin kepada pihak lain;
c. menimbulkan gangguan dan ketertiban umum.

Pernegang izin harus melaporkan realisasi pengeluaran
benih kepada Direktur Jendera Hortikultura dan Kepala
Pusat Perlindungan Varietas Tanaman dan Perizinan
Pertanian, dalam jangka waktu paling lambat 7 (tujuh) hari
kerja untuk instansi pemerintah dan pemerhati tanaman
serta 30 (tiga puluh) han kerja untuk perorangan, badan
usaha dan badan hukum terhitung sejak pengeluaran.

Pengeluaran benih tanaman sebagaimana dimaksud dalam
diktum KESATU harus melalui tempat pengeluaran yang
telah ditetapkan dan wajib mengikuti ketentuan peraturan
perundang-undangan di bidang karantina tumbuhan.

Izin sebagaimana dimaksud dala diktu KESATU diberikan
untuk jagka waktuu paling lama ( ) bulan
terhitung sejak ditandatangani Keputusan ini, dan dalam
jangka waktu tersebut pemegang izm harus selesai
mengeluarkan seluruh benih hortikultura yang diizinkan
dari wilayah Negara Republik Indonesia.

n. Tempat pengeluaran
Benih

o. Tujuan pengeluaran

- 15 -
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Dengan ditetapkannya Keputusan ini, rnaka Keputusan
Menteri Pertanian Nomor tentang Pemberian
lzin Pengeluaran Benih Hortikultura Dari Wilayah Negara
Republik Indonesia dinyatakan dicabut dan tidak berlaku
lagi.

Mencabut Keputusan Menteri Pertanian Nomor
......................... ten tang Pemberian Izin Pengeluaran Benih
Hortikultura Dan Wilayah Negara Republik Indonesia, atas
nama Peroranganj Pemerhati Tanaman
jlnstansi PemerintahjBadan Usaha *)

MEMUTUSKAN:

1. Peraturan Presiden Nomor 75jM Tahun 2015 tentang
Pemberhentian dan Pengangkatan Dari Dan Jabatan
Pimpinan Tinggi Madya eli Lingkungan Kementerian
Pertanian;

2. Peraturan Menteri Pertanian Nomor
43jPermentanjOT.OIOj8j2015 tentang Organisasi
dan Tata Kerja Kementerian Pertanian;

3. Peraturan Menteri Pertanian tentang
Pemasukan dan Pengeluaran Benih Hortikultura;

: a. bahwa berdasarkan analisa dan kajian telnis, ada
beberapa hal yang melanggar ketentuan peraturan
perundang-undangan yang berlaku,
yaitu ;

b. bahwa sebagai tindak lanjut Pasal .
Peraturan Menteri Pertanian Nomor
...................................... , dipandang perlu mencabut
Keputusan Menteri Pertanian Nomor .
tentang Pemberian 1zin Pengeluaran Benih
Hortikultura dari Wilayah Negara Republik Indonesia,
yang diberikan kepada ;

MENTERI PERTANlAN,

DENGAN RAMATTUHANYANGMAHAESA

---------

KEDUA

Menetapkan
KESATU

Mengingat

Menirnbang

PENCABUTAN IZIN PENGELUARANBENIH HORTIKULTURA
DART WI LAYAH NEGARAREPUBLIK INDONESIA

TENTANG

KEPUTUSAN MENTERI PERTANIANREPUBLIK INDONESIA
NOMOR:

GARUDABIRU

FORMULIR IK - 04
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Keterangan ; *) Coretyang tidak:perlu

NIP.
Salinan Keputusan Menteri ini disampaikan Kepada Yth.:
1. Menteri Pertanian (sebagai laporan)
2. Direktur Jenderal Bea dan Cukai; Kementerian Keuangan;
3. Kepala Badan Karantina Pertanian;
4. Kepala Dinas Provinsi yang membidangi Pertanian;
5. Kepala Instansi yang menangani bidang pengawasan dan sertifikasi

benih.

A.n. MENTERl PERTANIAN
DIREKTUR JENDERAL HORTIKULTURA

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal

Keputusan Menteri iru mulai berlaku sejak tanggal
ditetapkan.

KETIGA

- 17 -



Keterangan ; *) Coret yang tidak perlu

NIP.

ajn Panitia
Cap

o. Tempat pengeluran benih : ..
p. Tujuan pengeluaran .

d. NPWP
e. Jenis tanamanj spesies
f. Varietas j Klon j Hibrida
g. Bentuk benih
h. Banyaknya benih
1. Perlakuan fisikj kimia
J. Nama produsenjStand
k. Pameran
1. Negara tujuan
m. Nama penerima
n. Alamat

: PeroranganjPemerhati Tanamanjlnstansi
PemerintahjBadan Usaha *).

Sesuai dengan Pasal 47 dan Pasal 48 Peraturan Menteri Pertanian tentang
Pemasukan dan Pengeluaran Benib Hortikultura, Kami Panitia pameran
............................... di (alamat pameran) memberikan izin
pengeluran benih kepada:
a. Nama
b. Alamat
c. Bentuk Usaha

IZIN PENGELUARANBENIH HORTfKULTURADAR!TEMPAT PAMERAN

FORMULIR IK - 05
- 18 -



d. Suggested for plant spacing
e. Population of plants per 100M2
f. Yieldor productivity (ifavailable)

c. Days from planting to first harvest: ..

a. Suitable temperature range
b. Suitable day length (ifrequired)

10. Type of seed (choose the one):
a.Grain seed
b.Seedling
c.Vegetatively propagated seed (bulb, tuber, rhizome, or others if any)

11. Spesific characteristics of novelty of this variety, if any please describe
DYes .
o None

12. General information for growing this variety

9. Importer
Name and address (phone, fax, email/telex) of teh company/producer/
person

b.Name and address (phone, fax, email/ telex) of teh company /
producer / person?

8. Exporter
a.Teh origin coun try of sender / exporter?

b.Where (country, state, town) and when the variety is released?

7. The origi n of seed
a.Where and when the seed is produced (finished to be processes) ?

4. Genome Status (choose one) : transgenic; non transgenic
5. Statsu of variety /cultivar (choose one) : protected

non protected
6. Protection type (enclosed if any) : Variety Protetion No ..

Patent No .

: hybird ; pure line; synthetic; clone

1. Common name
Botanical name

2. Narne of variety/ CuItivar
3. Type of variety (choose one)

INFORMATION REQUIRED FOR SEED INTRODUCTION/
IMPORTATION INTO THE TERRITORY OF REPUBLIC OF INDONESIA

(Tobe finished by Seed producer, owner of the variety or grower)

FORMULIR IF - 01- 19 -



Signature producer

Company / producer
................. date .

: (0/0)
: (0/0)
: ....................................•.. (%)

a. Purity
b. Water content (forgrain seed)
c. Germination (forgrain seed)
d. Expired date

if(S),- Tolerance (T) or susceptibility
any .

14. Seed qualitty

13. Pests and diseases :

a. Main pest in this growing area

b. Main diseases in growingarea
c. Mainweed in growingarea
If abc available, please describe

- 20 -



Category Scientific Classification Plant Distribution Reference Control
name on (Class, part measures
and Order, affected
common Family) (leaves,
name fruits,

flowers,
stem,
root,
etc.)

Insects I
Mites
Nematodes I
Fungi
Bacteria
Phytoplasm
Viruses I
Weeds
Other (if any)

2.4. Plant product proposed to be expected: (fruit, seed, leaf, setem,
etc.)

3. Production Area

3.1. State, Region, Province, District, etc.

3.2. Map of the Area (in detail)
3.3. General climantic condition

4. Cultivation Information

4.1. Internal legislation has been applied (e.g pest free area, control
measures/requirements, etc.)

4.2. Produced from area officialy certified as pest free by NPPO
(described in detail) :

4.3. Spesific pest management, surveillance programs and certification
schemes:

4.4. Harvesting methods:
5. Current pest status of crop

2. 1. Scien tific name

2.2. Common name

2.3. Variety

1. The NPPO (National Plant Protection Organization)

1.1. Country name

1.2. Address of the NPPO

2. Information of crop

TECHNICAL lNFORMATION FOR COMMODITY(S) PROPOSED EXPORTING TO INDONESIA
SUBMITTED TO Jl'iUONESIA AGRICULTURAL QUARANTINE AGENCY

KOP
NATIONALPLANTPROTECTION ORGAf'·nZATION(NPPO)

DAR! NEGARAASAL

FORMULIR IF - 02- 21 -



6. Packaging and storage
6.1. Packing methods:
6.2. Post harvest treatment(s):
6.3. Storage condition:
6.4. Transportation (domestic and international):

7. Export certification system (current phyntosanitary certification
procedures, e.g
Inspection, sampling methods, pest detection and identification.
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